
BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR I rAHUN 2013

TENTANG

PEMBERI.AN TAMBAHAN PENGHASII,AI'{ BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CAI,ON PEGAIiIAI NEGERI SIPIL

DILINGKIJNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA

Menirnbang : a.

BUPATI GUNUNG MAS

bahr,va sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2)
dan (B) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59
Tahun 2OO7 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Nomor 13 'I'ahun 2A06, Pemerintah Daerah dapat
memberikan t,ambahan penghasilan kepada pegawai
Negeri Srprl;

bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan
rnengoptimalkan pelaytrnan serta mengingat kondisi
perekonomian saat ini, maka perlu memberikan
tambahan penghasilan bagi pegawai Negeri Sipit dan
Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah
Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pertimbangan
yang ob5'ektif dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam huruf a dan hurtf b, perlu
menetapkan Perahrran Bupati Gunung Mas tentang
Pemberian Tam.bahan Penghasilan bagi pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawar Negeri Sipil di lingkungan
Peraerintah Kabupaten Gunung Mas.

Undang-IJndang Nomor 8 'tahun lg74 tentang pokok-
Pokok Kepegawaian (krrrbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Ta,mbahan Lemba,-an
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Urrdang Nomor +3 tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun L974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 169, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Mengingat : 1.

b.

c.



2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten pulang pisau,
Kabupaten Murung Raya dan l(abupaten Barito Timur
di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOS tentang
Kerrangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2B6);

lndang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawa6
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2AO4llomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOe;

Undang-Undang Noceor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Leinbaran Nega;a Republik
Indonesia Tahun 2OO,+ Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443T\,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakh.ir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OO4 ten+,ang penrerintahe,l Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g
Nomcr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia I.lomor aSaa\

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}lt
Nomor 82, Tambahan irml'aran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OS Nornor l4O,
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor a578);

4.

5.

6.

7.

E.
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9. Peraturan Perrrerintah Nomor 3g rahun 2007 tentang
Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah]
Pemerintah Daerah, pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia I'ahun 2oor Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4TZT\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oor tentang
organisasi Perangkat Daerah (I*mba,-an Negara
Republik Indonesia T'ahtrn 2ooz Nomor g9, Te,rnboharr
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7atl;

i 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2oo7
tentang Perubahan Peraturan Me,tari Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2aa6 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Noroor 2 Tahun 2o0g tentang
umsan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaien
Gunung Mas Tahun 2OO8 Nomor 93);

13. Peratrrran Daerah Nomor 4 Tahun 200g tentang
organisasi da, Tata Kerja Dinas Daerah Kabupateri
Gunung Mas (Lerrrbaran Daerah Kabupaten Gtrnung
Mas Tahun 2008 Nomor 9S);

14. Peraturan Daerah Nomor s rahun 200g tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencana-an Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis [.ain Daera]r Kabupaten Gunung Mas
(kmbaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2008 Nomor 96);

MEMUTUSI{AN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG
PEMBERIAN TAMBATIAN FENGHASILAI\ BAGI PEGAWAI
NEGEzu SIPIL, CALON PEGAWAI NEGI'RI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERTI.ITAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas:
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupater. Gunung Mas;3. Kepala SKPD -adalah Kepara Dinas/Badan/Unit saluan Kerja

Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mai;4. sltuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD
adalah Perangkat Daerah paCa Pemerintah Kabupaten Grlnqng Mas
selal<u Penggrrna Anggaran/ pengguna tsarang;

au



5. Pegawai Negeri sipil adalalr_ pegawai Negei sipil sebagaimana yangdimaksud gdqr undang-undang Nomir g rahun 1gz+ tentangPokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pen--rbahan Atasundang-undang Nomor g Tahun lgz4 ten6ng pokok_pokok
Kepegawaian;

6. Pejabat strukhrral adalah pegawar Negeri sipil yang diangkat danditugaskan secara penuh dalam Jahatan St trttrrJ"""1,* dengan
Ketentuan Peraturan Pertrndang-Undangarl yang berada cii lingl:urE",
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

7. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural;
8. staf Non Eselon adalah pegawai Negen Sipit yrrrg tidak mendudukija'batan struktural tertentu pada SfpO dengan status sebagai staf

!j1sa maupun mantan pejabai struktural di"lingkungan perr,erintah
Kabupaten Gunung Mas;

9. BUD adalah Bendahara umum Daerah Kabupaten Gunrrng Mas;
10. ULP adalah Unit Pelayanan Pengadaan Non Struktural v&ts bertugas

m_enangani pe_kerj aan pengadaan barang/i asa pemerintair ;
1 1. RSUD Kuala Kurun adalah Rrtmah Sakit'U*r* Daerah Kuala Kurun;
12. Direktur RSUD adalah Direktur Rrrmah Sakit Umum Daerah KualaKunn;
13. Dokter Spesialis adalah yang telah ditetapkan oleh Dircktur RSUD

dengan drsetujui oleh Kepali oirras Keseiratan l(abupaten Gunung
Mas untuk bertugas di RSUD Kuala Kurun;

14. Pegawai Negeri Sipit Fungsional adalah pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai pemangku tugas tertentu
yang disyaratkan dengan Keputusan Bupati cu.ru.rfMas;

15. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Pengha*iLn yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas dengan maksud untuk meningkatka.n Kinerja- dan
Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan won eegawai Sipil sesuai
kriteria masing-masing;

16. Beban Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan
tingkat eselonering, kepangkatan;

17. Tempat Berhrgas adalah Bidang pekerjaan yang dibebankan pada
daerah-daerah terpencil dan tertinggal deng.t ti.rglt.t kesulitan tinggi;

18. Kondisi Kerja adalah Bidang eete4aan yang dibebankan pacra
lingkungan pekerjaan yang memiiiki ,"iiko tinggi;

19- Kelangkaan Profesi adalah Bidang Pekerjaan v*g dibebankan dengan
memerlukan keterampilan khusus/ keahlian tertentu;

20. Prestasi Keria ad,alah Bidang pekerjaan yang didalam pelaksanaan
ttrgasnya dinilai mempunyai prestasi Tinggr;

21. Kas Daerah adarah Kas umum Dae-rih pemerintah Kabupaten
Gunung Mas tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk nrenampung seiuruh Penerirrraan Daerah dan
digunakan urrtuk membayar selurJh pengeluaran daerah;

22. Dor<umen Pelaks_anaan Anggaran srRo-yang selanjutnya disiirgkat
DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapaLn, -Belanja 

?an
Pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar pelaksanaan Anggaran
91eh Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah Kabr$aten
Guntrng Mas;
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Pasal 2

(1). Pegawai Negeri sipil yang bekerja di lingkungan pen:,erintah
Kabupaten Gunung Mas berhak *end"patkan t -U.ft"" penghasilan;

(2). Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pra" ayat (1)
diberikan berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi rerja,
Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja dan/atau pertirnbangan Obyettif
larnnya;

(3) Tambahan Penghasilan yang merupakan pertimbangan obyektif
lainnya menurut pagal 2 ayat (2) adarah tamuatran p..fhr.il; t;i
Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari pejabat 

"^trrrtlt 
..l sesuai

Keputusan Bupati Gunung l{as;
(a). Setiap pegawai hanya berhak menerima Tambahar pengirasilan

berdasarkan salah satu kriteria pada ayat {2).

Pasal 3

lamlahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dalam
Pasai 2 ayat (2) diberikan setiap bularr deugan rincian seba"gai berikut :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
oD'

Rp. 4.000.000,..
Rp. 2.000.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.400.000,-
Rp. 1.0O0.000,-
Rp. 9OO.OOO,-
Rp. 7O0.O0O,-

Rp. 1.C00.0O0,-
Rp. 750.00C,-

Rp. 650.000,-
Rp. 625.000,-
Rp. 500.000,-
Rp. 450.00C,-

Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 750.00O,-
Rp. 55O.OOO,-

k. Disampins TuljgSan Fungsional, Guru juga mendapat tunjangan
Selaku Kepala Sekolah :

Eselon I[.a
Eselon II.b
Eselon III.a
Eselon III.b
Eselon IV.a
Eselon IV.b
Eselon V.a

h. Staf Non Eselon Mantan pejabat Struktural :

1). Pelaksana Golongan IV
2),. Pelaksana Golongan III

i. Staf Non Eselon :

1). Pelaksana Golongan IV
21. Pelaksana Golongan III
3). Pelaksana Golongan II
4). Pelaksana Golongan I

j. Jabatan Fungsional Tenaga Guru :

1). Golongan IV/d - Iy /e
21. Golongan IV lb - IV/c
3). Golongan lll/c - tY /a
41. Golongan Il/a- III/b

1). SMA/SMK
2l'. SMP/MTS
3). sD/Mr
4). TKIPAUDNT

Rp. 550.000,-
Rp. 45O.OOO,-
Rp. 350.000,-
Rp. 25o.OOO.-
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1. Jabatan Ftrngsional Auditor :

1). Auditor Pengawas pemerintah

1 Pengawas Pemerintah Madya (ry /a-rv /c) Rp. 3.s00.000,-b) Pengawas pemerintah Muda firrfc-rrr/'dl' $. 3.000.000;-c) Pengawas pemerintah pertarna 1ttt1a-ti1a) Rir. 2.so0.oo0;-21. Auditor Tingkat Ahli ( Kuatifiksui pendidikri, nahirraf 51 ) :a). Auditor U-tapa (It/ /c-IV /e) np. 3.500.000,_b). Auditor Madya_(rV /a-N /b) R;. 3.000.000;_c). Auditor{Iuda (Irl/c-trr/d) np. 2.s00.000;_d). Auditor Pertama (IIIla-III/b) Ri,. 2.000.000;_3). Auditor Terampil (Kualifikasi pendidikan Diptomal - oiptoma III) :
a). Auditor pelV-elia ( IIIlc) Rp. i.ooo.ooo,_
h). AuditorPelaksanaLanjutan (III/a-III/b) Ri, 1.s00.000;-
c). Auditor Pelaksana (IIlb-II/d) Rp 1.O0O.0OO;_

Jabatarr Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (pLhB) :1). Tingkat Ahli
a) PLKB Madya (Ivla-rv/c 

)b) PLKB Muda ( III/c-r[/d)
c) PLKB Pratama (III/a-III/b 

)
2)r. Tingkat Terampil :

a). PLKB Penyelia (III/c-rrI/d)
b). PLKEI Pelaksana I"anjutan (tII/a-III/b 

)c) PLKB Pelaksana (IIlb-IIi d )
d). PLKB Pelaksana pemula ( II/a )

Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.250.00C,-
Rp. 1.500.000,-

Rp. 1.250.OO0,-
Rp. 1.000.0C0,-
Rp. 750.000,-
Rp. 500.000,-

Rp. 1.250.0C0,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 75O.OOO,-
Rp. 600.000,-

Rp. 1.750.000,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.OO0.OOO,-
Rp. 750.000,-

Rp. 30.000.C00,-

o.

']ab{an Fungsional Penyuluh Pertanian (Perkebunan, Kehutarlan, perixanan
dan Peternakan) :
1). Golongan IIIlc - III/d
21. Golongan III/ a- IIt/b
3). Gelongan II/c - II/d
41. Golongan Il/a-It/b
Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan :

1). Golongan fvld - IV/e
21. Golongan N lb .- N /c3). Golongan lll/c-Iy la4). Golongan Il/a-fiI/b
Dolrter SpesialisP.

q.

r.

Dokter umum/ Gigi/Apoteker (Khusus pNS Tenaga Kesehatarr)
Rp. 5.000.000,-

Disamping menerima T\rnjangan Dolrter sebagaimana huruf (q, .iugamenerirna Tunjangan Selaku Kepala :

1). Rrskesmas Rawat Inap Rp. 1.0C0.000,_2)- Puskesrnas Non Rawat Inap Rp f SO.OOO,_

Disamping menerima T\rnjangan F\rrrgsional Kesehatan sebagaimana huruf
(o)juga menerima T\rnjangan Selaku Kepala :
1) Rrskesmas Rawat Inap
2). hrskesmas Non Rawat Inap
3). Pustu
4l'. Polindes
5). Puskesdes

Rp. 1.000.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 450.000,-
Rp. 350.000,-
Rp. 250.C00,-
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7)' Pembantu Bendahara Penerima (bercasarkan target penerimaan) :

1. Sampai dengan 10 .Juta Rp. -6Sa.000,_
b). 10 Juta - 25 Juta Rp. 700.000,_
c). 25 Juta - 50 Juta Rp. 7SO.00o;-
d). 50 .Iuta - 1O0 Juta Rp. 8OO.000;_
e)" 1OO Juta- S0O Juta Ri BSo.00o;_
0. 5OO Juta - 1 Miliar Ri,. 900.000;_
g). i Miliar - 25 Miliar Rp. 9s0.000;_
h). 25 Miliar- So Mitiar Rp. r.000.000;_

8). Bendahara Penerima pembantu (berdasarkan target penerimaan) :
a). Sampai dengan 1O Juta Rp. -ZSO.OOO,_

b). 10 Juta - 25 Juta Rp. 8OO.O00;_
c). 25 Juta - 5O Juta Rp. S50.0OO;-
d). 50 Juta - 100 Juta Rp. 900.000;_
e). 1OO Juta - SOO Juta Rp. 9SO.00O;-
0. 500 Juta - 1 Miliar Rb. 1.000.000;_
g). 1 Miliar - 25 Mitiar Rp. 1. 100.000;_
h). 25 Miliar- 50 Miliar Rir. 1.200.000;_

9). Bendahara PPKD (berdasarkan nilai belanja tidak iangsung yang
dikelola) :

a). 1 Miliar - 25 Miliar
b). 25 Miliar - 50 Miliar
c). > 5O Miliar

10). Pembantu Bend,ahara ppKD
langsung yang dikelola) :

a). 1 Miliar - 25 Mi[ar
b). 25 Miliar- 5O Miliar
c). > 50 Miliar

a). Sampai dengan 1 Miliar
b). 1 Miliar - 1O lvliliar
c). 10 Miliar - 25 Miliar
d). 25 Miliar - 50 Miliar
e). > 5O Miliar

Rp. 1.2SO.00O,-
Rp. 1.500.0O0,..
Rp. 1.7S0.000,-

(berdasarkan rrilai belanja tidak

Rp. 750.000,-
Rp. 1.O00.000,-
Rp. 1.250.000,-

(1)

(2)

11). Pejabat Penatausahaan Keuangan (ppK) (berdasarkan nilai
bclanja langsung yang dikelola) :

Rp. 1.00C.000,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.500.C00,-
Rp. 1.750.0O0,-
Rp. 2.000.000,-

Pasal 4

fam!,ahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 diberikan kepada eegawai wegerisipil yang bek911 pada wilayah dan yang ltkasinya" me.rgr.ti*i
kesu.litan aksesibilitas.

Wilayah Kecamatan/Desa yang nrengalarni kesulitan aksesibilitas
berdasarkan kondisinya dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu
aksesibilitas sangat sulit dan aksesibilitas sulit dan ditetapkarr dengan
keputusan Bupati.

Tambahan Penghasilan dimaksud dalam ayat t1) dan {2) di atas
diberikan setiap bulan masing-masing :
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

ESCION III.A 
AKSESIBILITAS SANGAT SULIT SULI,T

Eselon rrr.b Rp. ?.!99.999,- Rp. 2.ooo.oo0,-

Eselon IV.a Rp. 2.400.000,_ Rp. 1.900.000,_

Eselon IV.b Rp. 2.000.000,_ Rp. 1.500.000,_

Eselon V.a Rp. 1.900.000,_ Rp. 1.400.000,_
Rp. 1.70C.000,- Rp. 1.200.000,_

Staf Non Eselon Mantan pejabat Strukhrral
1). Pelaksana Golongan IV
2). Pelaksana Golongan III
Staf Non Eselon :

h.

1). Pelaksana Golongan IV Rp. 1.650.000,_ Rp. I.1SO.OO0,_
21. Pelaksana Golongan III Ri. 1.625.000;_ $ 1.125.00C;_3). Pelaksana Golongan II Rp. 1.S00.0C0:_ R; 1.oOo.OOO,4). Pelaksana Gctongan I Re. 1.450.000;_ $ 9s0.000,_
Jabatan Fungsional Tenaga Gurur :

U. Golongan Tv /d-rv le Rp. 2.s00.000,- Rp. 2.000.000,_2],. Golongan IV/b - rvlc Rp. 2.000.c00,_ Rp. 1.s00.000,_3). Golongan III/c - IV/a Rir. l.7so.ooo, Rp. I.2s0.000,_4].. Golongan II - ilI/b Rn. 1.ss0.000,_ Rp. l.oso.ooo,_
Disamping ?unjangan Fungsional Gum, juga meniapatkan Tunjangan Selaku KepalaSekolah:
1). TK/PAUDNI Rp. 350.000,- Rp. 250.000,_2). SD/MI Ri 4so.00o;_ $ 3s0.000,-3). SMP/MTS Rp. ss0.0o0:_ $ 4so.000,_4l'. SMA/SMK Ri. 6s0.000,_ R; sso.ooo,_
{{+"n F\rngsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana i PLI,,B)
Tingkat Ahk :

Rp. 2.000.000,- Rp. t.SOO.OO0,-
Rp. 1.750.000,- Rp. 1.2S0.000,-

Rp. 2.000.000,-
F"p. 1.750.000,-
Rp. 1.500.000,-

Rp. 1.750.000,-
Rp. 1.5O0.000,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 750.00C,-

(Perkebunan,Kehutanan, perikanan dan

1). PLKB Madya (rVla-IV/c 
)

2l.. PLKB Muda (III/c-III/d )
3). PLKB Pratama (III/a-III/b
Tingkat Terampil :

1). PLKB Penyelia (III/c-tII/d
2). PLI<B Pelaksana Lanjutan IrI/a-til/b )3). PLKB Pelaksana (IIlb-II/d 

)
4). PLKB Pelaksana Pemula (II/a I
Jabatan F-ungsional Penyrluh pertanian
Petemakan) :

1). Golongan lll/ c - lll/ d
2). Golongan III/ a - ItI/b
3). Golongan II/c - Itlcl
41. Golongan ll/a-tI/b
Jabatan Fr.rngsional Tenaga Kesehatan :
1). Golongan IV/d-IV/e
21. Golongan N/b-IV/c
3). Golongan III/ c - IY / a
4 . Gclongan II - [I/b
Dolcter Spesialis
Dokter Umum/Gigi/Apoteker (I(husus pI{S
Tenaga Kesehatan
Dokter PTT
Dokter PHTT
Disa:nping T\rnjangan Dokter sebagaimana
Tunjangan Selaku Kepala :

1). hrskesmas Rawat Inap
2l'. R.rskesm.as Non Rawat Inap

j.

Rp. 1.750.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. i.250.000,-

Rp. 1.5OO.OOO,-
Rp. 1.25O.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 650.000,-

J.

k.

Rp. 2.0OO.OOO,-
Rp. 1.500.0O0,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.OOO.O0O,-

Rp. 3.00O.000,-
Rp. 2.50O.000,-
Rp. 2.O0O.OOO,-
Rp. 1.5OO.OOO,-
Rp. 31.0OO.000,-
Rp. 6.000.000,-

2.500.000,-
3.000.000,-
( i ), jusa

Rp. 1.5OO.OOO,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.000.O00,-
Rp. 75O.OOO,-

Rp. 2.500.000,-
Rp. 2.00O.000,-
Rp 1.5OO.OOO,-
Rp. 1.250.000,-
Rp.30.OO0.000,-
Rp. 5.500.000,-

Rp. 2.000.00O,-
Rp. 2.5OO.OOO,-
menerima

Rp.
Rp.
poin

1.

m.

n.
o.
p.

Rp 1.25O.O0O,- Rp. 1.OOO.OO0,-
Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,-
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q.
AKSESIBII,ITAS SANGAT SULIT SULIT

Disamping Tunjanqan Fungsionar, Tenaga Kesehatan juga merrerima
Tuniangan Selaku Kepala :

1). Puskesmas Rawat Inap I?p. 1.250.000,- Rp. 1.000.000,_2). Puskesmas Non Rawat Inap Rp. 1.C00.O00,_ R;. 250.000,_3). Kepala hrstu Rp 5SO.OOO;- R;. 4so.o00,_4). Kep.rla Polindes Ri,. 4So.000;_ R;. 3so.ooo,_5). Kepala hrskesdes Ri,. 3S0.O00;_ R;. 2s0.000,_
Penatausahaan Keuangan terdiri dari (berdasarkan nilai belanja langsung
yang dikelola) :

r.

1). Penyimpan Barang
2). Pengurus Barang
3). Bendahara Pengeluaran (berdasarkan

dikelola) :

a). Sampai dengan 1 Mitiar
b). 1 Miliar - 10 Miliar
c). 1O Miliar - 25 Miliar
d). 25 Miliar - 5O Miliar
e). > 50 Miliar

4). Pembantu Bendahara pengeluaran
yang dikelola) :

a). Sampai dengan 1 Miliar
b). 1 lt{iliar - 10 Miliar
c). 10 Miliar - 25 Miliar
d). 25 Miliar - 50 Miliar
e). > 5O Miliar

5). Bendahara Pengeluaran pernbantu
langsung yang dikelola) :

a). Sampai dengan 1 Miliar
b). 1 Miliar - 1O Miliar
c). 10 Miliar - 25 Miliar
d). 25 Miliar - 50 Miliar
e). > 50 Miliar

2.000.000.- Rp. 1.500.000,-
2.000.000,- Rp. 1.500.000,-

belanja langsung yang

Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,_
Rp. 2.25O.OO0,- Rp. i.ZS0.OOO,-
Rp. 2.5OO.O00,- Rp. 2.OOO.OOO,_
Rp. 2.750.000,- Rp. 2 2SO.000,_
Rp. 3.OOO.000,- Rp. 2.5O0.00O,-

(berdasarkan nilai belanja langsung

Rp.
Rp.

nilai

Rp. 1.750.000,- Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.850.000,- Rp. 1.350.000,-
Rp. 2.000.000,- Rp. 1.S00.O00,-
Rp. 2.25O.OO0,- Rp. 1.7S0.00O,-
Rp. 2.500.000,- Rp. 2.OO0.0O0,-

(berdasarkan nilai belanja

6). Bendahara Penerima (berdasarkan target pendapatan) :
a). Sampai dengan l0 Juta Rp r.?OC.ObO,_
b). 1O Juta - 25 Juta Rp. 1.SOO.OOO,_
c). 25 Juta - 5O Juta Rp. 1.9OO.OOO,_
d). 50 Juta - 10O Juta Rp. 2.0o0.o0o;_
e). I0O Juta - SOO Juta Rr. 2.1OO.O0O,_
0. 5OO Juta - 1 Miliar Ri. 2.2OO.OOO,_
g). I Miliar - 25 Miliar Rp. 2.900.000;_
h). 2s Miliar - 5o Miliar Rp. 2.400.000;_

7). Bendahara Penerima (berdasarkan target penclapatan) :
a). Sampai dengan 10 Juta Rp f .7OO.ObO,_
b). 10 Juta - 25 Juta Rb. 1.8OO.O0O,_
c). 25 Juta - 5O Juta Rp. 1.90O.0OO,-
d). 50 Juta - lOO Juta Rp. 2.COO.OOO,_
e). 100 Juta - 5OO Juta Rp. 2.100.000,_
f). 500 Juta - 1 Miliar Rp. 2.200.000;-
g). 1 Miliar - 25 Miliar Rp. 2.30O.0OO,-
h). 25 Miliar- 5C Miliar Rp. 2.40o.Ooo,-

Rp. 1.850.O0O,-
Rp. 2.O0O.000,-
Rp. 2.250.000,-
Rp. 2.500.000,-
Rp. 2.750.000,-

Rp. 1.35O.00O,-
Rp. 1.5OO.O0O,-
Rp. 1.750.000,-
Rp. 2.000.000,-
Rp. 2.250.000,-

Rp. 1 2C0.O0O,-
Rp. 1.3OO.OOO,-
Rp. 1.400.000,-
Rp. 1.500.OOO,-
Rp. 1.600.00O,-
Rp. 1.70O.000,-
Rp. 1.800.000,-
Rp. 1.900.000,-

Rp. i.200.O00,-
Rp. 1.3OO.OOO,-
Rp. 1.40O.O00,-
Rp. 1.5OO.OOO,-
Rp. 1.600.0C0,-
Rp. 1.700.000,-
Rp. 1.800.000,-
Rp. 1.900.0O0,-
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AKSESIBILITAS SANGAT SULIT SULIT

8). Pembantu Bendahara Penerima (berdasarkan target pendapatan) :

9). Bendahara Penerima Pembantu (berdasarkan target pendapatan) :

a). Sampai dengan 1O Juta
b). 1O Juta - 25 Juta
c). 25 Juta- 5O Juta
d). 50 Juta - 1OO Juta
e). 1OO Juta - 5OO Juta
0. 5OO Juta - 1 Miliar
g). 1 Miliar - 25 Miliar
h). 25 Miliar - 50 Miliar

a). Sampai dengan 1O Juta
b). 1O Juta - 25 Juta
c). 25 Juta - 5O Juta
d). 50 Juta - 100 Juta
e). 1OO Juta- 5OO Juta
f). 5OO Juta - 1 Miliar
g). 1 Miliar - 25 Miliar
h). 25 Miliar - 5O Miliar

1O). Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

a). Sampai dengan lMiliar
b). 1 Miliar - 1O Miliar
c). 10 Miliar - 25 Miliar
d). 25 Miliar - 50 Miliar
e). > 5O Miliar

Rp. 1.650.000,- Rp. 1.150.000,-
Rp. 1.70O.O00,- Rp. 1.200.000,-
Rp. 1.75O.O00,- Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.8O0.0O0,- Rp. 1.3OO.OOO,-
Rp. 1.850.000,- Rp. 1.35O.OOO,-
Rp. 1.900.000,- Rp. 1.40O.O00,-
Rp. 1.95O.0OO,- Rp. 1.450.000,-
Rp. 2.O0O.OOO,- Rp. 1.5OO.OO0,-

Rp. 1.750.OOO,- Rp. 1.25O.0O0,-
Rp. 1.800.000,- Rp. 1.300.000,-
Rp. 1.85O.O00,- Rp. 1.350.000,-
Rp. 1.9OO.OOO,- Rp. 1.400.0OO,-
Rp. 1.95O.OO0,- Rp. 1.45O.0OO,-
Rp. 2.0OO.OOO,- Rp. 1.50O.O00,-
Rp. 2.05O.OO0,- Rp. 1.550.000,-
Rp. 2.10O.OO0,- Rp. 1.600.000,-

Rp. 2.000.000,- Rp. 1.5OO.OOO,-
Rp. 2.25O.O00,- Rp. 1.750.000,-
Rp. 2.5OO.OOO,- Rp. 2.OOO.OOO,-
Rp. 2.750.000,- Rp. 2.250.000,-
Rp. 3.OOO.OOO,- Rp. 2.500.000,-

Pasal 5

{1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diberikan berdasarkan lingkungan
tugas yang memiliki resiko tinsgi.

(21 Tambahan Penghasilan yang memiliki resiko tinggi adalah Petugas
Rontgen yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Kuala Kurun.

(3) Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) di
atas diperhitungkan sebesar Rp. 1.3OO.OOO per-orang/bulan.

Pasal 6

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diberikan kepada Dokter Spesialis,
Dokter Umum, Dokter GiS, Apoteker, Dokter PII dan Dokter PHTT
yang bertugas pada Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum
DaerahlPuskesmasfPustulPoskedes di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas.
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(2) Penunjukan/penetapan Dokter Spesialis yang berhakrnemperoleh/menerima Tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh birektur RSUD dengan
persehrjr.lan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

(3) l'ambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) di
atas diperhitungkan sebagai berikut :

a.
b.
c.

Dokter Spesialis
Residen Pasca Jenjang 51
Dokter Umum/ Gigi/Apoteker
(Klrusus PNS Tenaga Kesehatan)

Rp. 3O.OOO.O00,-
Rp. 19.500.000,-

Rp. 5.00O.000,-

Rp. 1.500.0OO,-
Rp. 2.000.000,-

d. Dokter PTT
e. Dokter PHTT

Pasal 7

(1). Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana
Cimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah suatu prestasi kerjalegawa,i
Negeri sipil dan/atau i"lon pegawai Negeri Sipil yang patut
menerin:a tambahan penghasilan.

{21. Tambahan Penghasilan diberike^n setelah dinilai berdasarkan
penilaian Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati
Gunung Mas.

(3). Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam ayat (t) dan (2)

fiatag diperhitungkan sebesar Rp. 2.5o0.o00 pe; orang/bulan
berlaku selama l(satu) Tahun.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasaj 3, dan/atau
Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 danl/atau pasal Z diberikan
dengan ketentuan sebagaj berilmt :

a. Fegawai Ne_geri sjnil dan/atau caron pegawar Negeri sipil yang
menerima Tambahan penghasilan ditetapkan den[an Kep,:rusai
Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan Nama, NIp,
Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan, status Kepegawaian tlan
Besarnya Tambahan penghasilan daram ranrpirannya.

b. Tambahan Penghasilan dikenakan Potongan PPh sesuai ketentuan
yang berlaku.

c. Tambahan Penghasilan dikenaka' potongan apabila :

1). Terlambat masuk kerja sebesar 2 o/o (drta persen) perorang perhar-i
dari besarnya Tambahan penghasilan.

2). Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan sebesar 4 o/n (empat
persen) perorang perhan dari besamya T ambahan Penshasilan.
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3). cepat Pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2 yo
(dua persenL) perorang perhari dari b."*y" Tambahan
Penghasilan.

4). Tidak Masuk-Bekerja Tanpa Keterangan lebih dari 10 (seputuh)
hari pada bulan yang bersanglrutan, tidak diberikan Tambahan
Penghasilan.

5). cuti (sernua bentuk cuti ) kecuaii cuti diluar tanggungan negara,
dibayar penuh.

6). Pegawai Negeri sipit dan / atau calon pegawai Negeri sipil yang
melaksanakan Perjalanan Dinas dan bit t"t t"i"p ,.tiUeritan
Tambahan Penghasilan dan dibayar penuh.

7). lzin cepat pulang ka'ena meiaksanakan tugas yang diperintahkan
oleh atasan langsung sebelum jam kerja Uerat<triidan ada bukti
surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutanr, kemudian
diketahtri oleh pejabat tempat berurusan, dibay"r p.rlit.

8). Izin cepat pulang karena terkait m.s.lah sosial seperti
membezuk, mengurus keluarga, membezuk kerabat dikat,
famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit
keras/meninggal dunia, ada bin dari atasan langsung, dan jika
bersama harus ada izin kcrektil dari Kepala unit f,e4a yang
bersangkutan, dibayar penuh

91. lnn tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan
masalah 

"9".r9 
yang sifatnya darurat, seperti mengurLls kelualgadan famili/kerabat dekat/tetangga altat yang mengalami

musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya-harus
disusulkan kemudian dari Kepala unit re4a yang bersangkutan,
dipotong 2 o/o (dua persen) per hari.

1O)- Izin untrrk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah
atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara pKk, Dharmawanita, sekolah, Dewan Sekolah, dibuktikannya iJerrgan
undangan resmi, kehadirannya diketajrui oleh p".i"u"t atarl
pengurus yang mengundang, dibayar penuh.

11). sakit namun ada pemberitahuarr da_ri yang bersangkutan
maksimal 2 (dua) hari dibayar penuh.

12). sakit tanpa pemberitahuan dianggap Tanpa Keterangan OK)dipotong 4 o/o (empat persen) per hari.
13). Sakit yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter rnaksimal

14 (empat belas) hari, dibayar penuh.
14). sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpasurat Keterangan Dokter dianggap Tanpa Keterangan (TK),

dipotong 4 o/o (empat persen) pe. hari.
15). sak,t yang dilengkapi Surat Keterangan Dokter maksimai 14

(empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2 yo (dua
persen) per had.

16). Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari ada Surat Izin Saj<it dari
Pejabat Pembina l..epegawaian (Bupatil, dibayar penuh.

17). Pegawai lYegeri sipil dan/a.tau calon pegawai Negeri Sipil yang
tzin dengan alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari dan cuti
41J"* tanggungan negara, pada bulan yaxg bersangkutan, tidak
dibayar.
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d.

1?). I"g"s Belajar (Tu!el) dipotong 5o o/,t (rima puluh persen).
19). Tugas belajar sudah habis waxtunya dan tidak melaporkan diri,

tidak dibayar.
2o). Libur Kalender dan libur akademik,libayar penuh.

uang Pemotongan Tambahan pengtrasilan sebagai akibat
pelaksanaan dari ketentuan ayat (3); disetor ke Ka" Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan
Penghasilan dilakukan Atasan Langsung eegawai Negen Sipi1
dan/atau calon Pegawai Negeri sipir pada masing-hasing s[po

Pasal 9

Basr PNS yang bertugas di desa yang mengalami kesulitan
aksesibilitas selain tambahan penghasilan dan tunjingan kenrahalan
tiap bulan.

Kriteria yang mengalami kesulitan aksesibilitas berdasarkan
Keputursan tsupati Gunung Mas Ncmor 365 Tahun 201.2 tanggal 7
November 2012.

Nama-nama Pegawai Negeri sipil yang mendapat Tanrbahan
Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati "tr. ,.rrl sKpD
yang bersangkutan dan tidak berlaku untuk pegawai Negeri sipil
yang statusnya Pegawai Titipan.

Pasal 1O

Biaya yang tiinbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada- Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Gunung Mas cq. DpA masing-masing srnn di [ngkungan
Pemerintah Kabupaten Gtrnung Mas

( 1).

(2t.

(3).

Pasal 1 I

Dengan ditetapkannya Peraturan Btrpati ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun_?911 tentang Pemberian Tambahan penghasilan Bagi
fegawai Negeri sipil dan calon pegawai Negeri Sipil di- Lingkurrg.i
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas perat,-lran Bupati Gunung Mas
Nomor 13 Tahun- 2OLL tentang Penrberian Tambahan- penghasilai Bagi
Pegawai Negeri Sipil dan calon pegawai Negeri Sipil di- Lingkung;
Pemeri.ntah Kabupaten Gunung Mas dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 12

Ferahrran Bupati ini berlaku sejak 2 Januari zors.

Agar setiap orang 9".p"! mengetahuinya, memerintahkan pengundang€rn
leratgrg - 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembara:r BeritaDaerah Kabupaten Gunung trlas.

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 3 April 2otg

SEKRETARIS DAERAH
ATEN GUNUNG MryS,

NOMOR L1I

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada 3 April 2019

G MAS,

BIT BINTIH

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2OI3

Jln. Pangeran Diponegoro No.o2 Kuala Kurun (2451r) Kalimantan Tengah
relp/Fax : (0s37) 3032800

{E
A DAERAI{
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